
PERATURAN DAERAH KABUPATtrN MUARA trNIM

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPtrKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 huruf c

Undang Undang nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan lzin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat 1. Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Seiatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaI'ahun 19Sg

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor i821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara l?epublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2o0B tentang perubahan Kedua

atas Und.ang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor s9, Tambahan Lembarran

Negara Republik Indonesia Nomor a\afl;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak

Daerah dan R.etribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

2.

Ĵ.

4.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2An tentang

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor
216, I'ambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomtir"5358);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN

IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal 
1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Muara

Enim.

3, Bupati adalah Bupati Muara Enim,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan perwakilan Raicyat Daerah Kabupaten
Muara Enim,

5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang seianjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

6. Kas Daerah adaiah Kas Daerah pemerintah Kabupaten Muara
Enim

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,
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8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu
Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada
orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

i0. izin mempekedakan tenaga kerja asing yang selanjutnya
disingkat IMTA adalah izin tertu-lis yang diberikan oleh Menteri
atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi Kerja Tenaga Kerja
Asing.

1 1. Retribusi Perpanjangan rzin Mempekedakan Tenaga Kerja
Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi perpanjangan IMTA,
adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh
Bupali atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi ker.1a

tenaga kerja asing.

12. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja
asing sesuai dengan ketentuan peraturan perund"ang-
undangan.

13. Tenaga Keda Asing adalah warga negara asing pemegang visa
dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

14. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau
badan-badan lainnya yang mempekedakan Tenaga Kerja Asing
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,

l5.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah
Kabupaten,

16. Badan adalah sekumpulan orang d,anlatau modar yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
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perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apa puil, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutttan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. surat Setoran Retribusi Daerah, yang seianjutnya disingkat
ssRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara iain ke Kas Daerah merarui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18. surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada
Retribusi yang terutang atau seharusnya ticiak terutang;

20. surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
srRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga danlatau denda;

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, danlatau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pernenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi
dan/atau untuk tujuan rain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

22.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI



Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.

Pasal 3

(1) objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah
pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi Kerja Tenaga

Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat

yang ditunjuk.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi perpanjangan IMTA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpanjangan

IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing,
badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga
keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga
pendidikan.

Pasal 4

subjek Retribusi Perpanjangan iMTA ada-lah pemberi Kerja
Tenaga Kerja Asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.

subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasa_l 5

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi
Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan
dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

(i)

(2)


